BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MK merupakan lembaga

peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung yang
dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945, Sebagai pelaku kekuasaan
kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan
untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi tersebut berbeda dengan fungsi
yang dijalankan olen Mahkamah Agung. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar
belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi, oleh
karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK
adalah konstitusi itu sendiri. Konstitusi dimaknai tidak hanya sekedar sebagai
sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi?,
antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia,
serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di tahun 2017 lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari
gugatan uji materi terkait pembedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan®. MK menyatakan perbedaan batas usia
perkawinan laki-laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan
diskriminasi. Pembedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan
sebelumnya digugat oleh sekelompok orang yang menunjuk beberapa kuasa
hukum. Mereka mempermasalahkan pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan yang
mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun

untuk perempuan.

Sebelumnya, di tahun 2015, ketiga Pemohon juga pernah mengajukan uji
materiil terkait batas usia perkawinan pada perempuan namun MK menolaknya.
Saat itu, MK menolak dengan menggunakan dalil “open legal policy” atau

kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Dua ayat yang diajukan
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untuk diuji adalah ayat 1 pada pasal 7 yang menyatakan bahwa "perkawinan
hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita
mencapai umur 16 tahun.” Sementara ayat 2 pasal yang sama menyatakan “dalam
hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini maka dapat meminta dispensasi
kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria

maupun wanita."

Dalam pertimbangannya, MK menilai pasal itu bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki
kedudukan sama di hadapan hukum. MK juga menyatakan UU Perkawinan tidak
sinkron dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak karena UU Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 tahun. Namun MK menyatakan tak memutuskan
batas minimal usia perkawinan. MK berpandangan penentuan batas usia minimal
perkawinan merupakan kewenangan pembentuk UU. Penetapan batas usia
perkawinan oleh MK justru dinilai menutup ruang bagi pembentuk UU untuk
mempertimbangkan lebih fleksibel sesuai perkembangan hukum dan masyarakat®.

Selain mengabulkan sebagian, MK juga memerintahkan Dewan
Perwakilan Rakyat/DPR untuk merevisi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tahun
1974 paling lama 3 tahun sejak putusan dibacakan. Hal ini sejalan dengan fakta
bahwa dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perkembangan yang menarik dalam
pengujian undang-undang, khususnya dalam hal putusan yang dijatuhkan MK.
Jika semula putusan hanya berupa amar yang mengabulkan permohonan,
menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dan menolak permohonan untuk
sebagian atau seluruhnya dengan menyatakan suatu undang-undang, pasal, ayat
atau frasa bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat (legally null and void), sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
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tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (UU MK)?®.

Sejarah Islam telah mencatat bahwa sejak zaman Rasulullah Saw telah
telah lahir konstitusi tertulis pertama yang kemudian dikenal dengan konstitusi
Madinah atau disebut Piagam Madinah®. Dalam Fikih Siyasah, penggunaan nama

untuk pemimpin itu adalah sebagai ulil amri, seperti Allah Swt berfirman:
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Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya ”. (QS. An-Nisa’: 59).

Tafsir ayat di atas menjelaskan wahai orang-orang yang beriman kepada
ajaran yang dibawa Muhammad, taatilah Allah, rasul-rasul Nya dan penguasa
umat Islam yang mengurus urusan kalian dengan menegakkan kebenaran,

keadilan dan melaksanakan syariat’

Pada perkembangannya, MK pun menciptakan varian putusan yakni

konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), inkonstitusional bersyarat

® Syukri Asy’ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali, Tindak
Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat
Norma Baru , dalam Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015.
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(conditionally unconstitutional), putusan yang menunda pemberlakuan putusan
(limited constitutional), dan putusan yang merumuskan norma baru®. Dengan
keempat varian putusan ini seringkali MK dinilai telah mengubah perannya dari
negative legislature menjadi positive legislature. Artinya, MK menjadikan dirinya
sebagai kamar ketiga dalam proses legislasi karena tidak dapat dipungkiri
varianvarian putusan tersebut dapat mempengaruhi proses legislasi di lembaga

legislatif.

Oleh karena itu, penulis membuat sebuah skripsi yang berjudul “TINDAK
LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-
XV/2017 TERKAIT KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DALAM PEMBENTUKAN NORMA BARU”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas,

maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/puu-xv/2017
terkait kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan norma
baru?

2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah
Konsitusi Nomor 22/PUU-XV/2017?

3. Bagaimana pandangan Islam mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 22/puu-xv/2017 terkait kewenangan Dewan Perwakilan

Rakyat dalam pembentukan norma baru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang

terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a) Untuk menganalisis pengaturan mengenai tindak lanjut putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 22/puu-xv/2017 terkait kewenangan Dewan

Perwakilan Rakyat dalam pembentukan norma baru.

8 Syukri Asy’ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali, Model dan
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan
Tahun 2003-2012), dalam Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4, Desember 2013.



b) Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan
Mahkamah Konsitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

c) Untuk menganalisis pandangan Islam mengenai tindak lanjut putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 22/puu-xv/2017 terkait kewenangan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam pembentukan norma baru.

2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan
peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai tindak
lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/puu-xv/2017 terkait
kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan norma baru.

b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan
menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam
menyelesaikan masalah terkait dengan tindak lanjut putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 22/puu-xv/2017 terkait kewenangan Dewan Perwakilan

Rakyat dalam pembentukan norma baru.

D. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan

hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti
menjadikan  kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam
pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:
1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945°,

% Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi



Uji Materiil adalah untuk menguji apakah isi suatu perundang-undangan,
segala sesuatu yang tampak, sesuatu yang menjadi bahan (untuk diujikan,
dipikirkan), dibicarakan, dikarangkan dan sebagainya®®.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan??.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945%3,

Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden®®.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah
Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan
dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh®.

Mahkamah Konstitusi adalah adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif

empiris. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data

sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan

10 Dep Dikbud, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet, ket-3, edisi

kedua, h. 456

11 pasal 1 angak 1 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 74 tentang Perkawinan
12 pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

13 pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan

14 Ibid., Pasal 1 angka 3
15 Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

18 1bid., Pasal 1 angka 1.



tersier.!” Selain itu juga dilakukan melalui studi lapangan untuk mendapatkan

bahan hukum primer.

2. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hasil wawancara kepada pihak terkait

dan beberapa aturan terkait yang terdiri dari:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor. 1 tahun 74 tentang Perkawinan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak;

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi,

artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari

kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data
Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui

studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat

pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.®

17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: Ul-Press, 2014), hal.

52.

18 1bid., hal. 21.



4. Analisis Data
Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip

pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang
terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur dan mempunyai

makna.

F. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi

menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan
ini:

1. Bab | merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang
pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode
penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Il berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan putusan
Mahkamah Konstitusi.

3. Bab Il merupakan hasil dari penelitian mengenai aturan-aturan yang mengenai
tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/puu-xv/2017 terkait
kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan norma baru. Selain
itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, serta
teori dan konsep-konsep yang terkait.

4. Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap tindak lanjut
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/puu-xv/2017 terkait kewenangan
Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan norma baru berdasarkan dalil
yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist.

5. Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis
besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah
diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di
bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas

permasalahan di dalam penulisan ini.



